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KATA PENGANTAR

Bism illahirrahm annirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat. taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Sungailiat dapat 

menyelesaikan pambuatan dokumen Rencana Stratagis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat 2020-2024. 

Rencana Strategis ini merupakan rumusan stra teg i dalam penyelenggaraan tugas pnkok dan fungsi (tupnksi) guna 

mempertajam arah dan langkah dalam mencapai c ita-c ita  pembaruan badan peradilan secara utuh, yang tidak terlepas dari 

Blue Print SM 2 Mahkamah Agung.

Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran nperasinnal ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan 

merupakan tahap pertama dalam road map dalam pembaruan badan peradilan 2010-2035 (perencanaan strateg is dua 

puluh lima tahun). Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai proses partisipasi. sistematis dan berkelanjutan 

yang membantu instansi dalam pencapaian visi dan misi badan peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi. misi. tujuan.dan sasaran serta strateg i (cara mencapai tujuan dan 

sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya. 

rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam 

kurun waktu 5 tahun pada 2020-2024 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Oleh karena itu. diharapkan rencana strateg is ini dapat dijadikan plat-form  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di 

Peradilan Omum khususnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungailiat.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan Cetak Biru 

Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, Penyusunannya 

diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan. maka tidak tertu tup kemungkinan adanya 

perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan m endesak/prio ritas dan kebijakan Pimpinan. Semoga Renstra ini 

benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri 

Sungailiat Yang Agung"
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BAB IPENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Reformasi peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sungailiat dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. dibidang administrasi. nrganisasi. parancanaan dan kauangan. Pengadilan Negari 

Sungailiat merupakan lingkungan Paradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Rapublik Indonesia sabagai pelaksana 

kakuasaan kehakiman yang mardaka untuk manyalanggarakan paradilan guna managakkan hukum dan kaadilan. Pengadilan 

Nagari Sungailiat sebagai kawal depan Mahkamah Agung Rapublik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, 

memariksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Pengadilan Nagari Sungailiat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tarcapainya 

visi dan misi Mahkamah Agung Rapublik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Parancanaan strate jik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu I (satu) 

sampai dangan 5 (lima) tahun secara sistem atis dan bersinambungan dangan mamparhitungkan potensi, paluang dan 

kandala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang 

kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kalak didukung dengan anggaran yang memadai. 

dilaksanakan olah sumber daya manusia yang kompaten, ditunjang sarana dan prasarana sarta memperhitungkan 

parkambangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Nagari Sungailiat parlu mangadakan analisa 

manganai kondisi saat ini. Karangka [framEworfi pamikiran dalam manilai, mangavaluasi serta mengukur kondisi tersebut 

mangadopsi kerangka pamikiran yang dirumuskan olah Mahkamah Agung yaitu tentang "Pengadilan yang Ideal". Mengacu 

dari hal tersebut. Pengadilan Negeri Sungailiat marumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil brsakdown dari 

konsap "Pengadilan yang Ideal”  tersebut, yaitu(l)aspek proses pe rad ilan /a lu r barparkara, (2) aspek sumber daya aparatur 

peradilan, (3) aspek pembinaan dan pangawasan, (4) aspek te rtib  adm inistrasi dan manajemen paradilan, (5) aspek sarana 

dan prasarana, (6) aspek pamanuhan kebutuhan dan kepuasan pancari kaadilan, (7) aspek keterjangkauan palayanan 

peradilan, dan (8) kapercayaan masyarakat.

Aspek bu tir (I) sampai bu tir (5) merupakan tinjauan panilaian tentang "Pengadilan yang Ideal" secara internal, 

sadangkan pada aspek butir (G) sampai bu tir (8) merupakan panilaian secara eksternal.

Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai k rite ria  pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub aspek yang 

diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub aspek yang dinilai sudah baik 

dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.
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ASPEK1 PROSES PERADILAN/ALUR BERPERKARA

Tabe! U  Aspek Rencana Strategis
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Tabel di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mBngenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk 

meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka 

sub-sub aspek yang sudah baik, diperlukan program -prugram  yang tujuannya adalah mempertahankan atau mEmperkuat 

[polish the strength approach. Sementara untuk sub-sub aspek yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling 

tidak memuaskan), maka diperlukan program -program  perbaikan untuk bisa memenuhi harapan [fill in the gaps approach).

B. Potensi Dan Permasalahan

a. Kekuatan yang dimiliki [Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sungailiat mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-

undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung Rl di wilayah Yurisdiksi Kabupaten Bangka dan Bangka 

Selatan.

2. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat selaku Pengadilan Tingkat 

Pertama.

3. Memiliki dokumen Rencana Strategis lima tahunan sebagai dasar untuk mencapai visi misi Pengadilan Negeri 

Sungailiat.

4. Secara ru tin  menerbitkan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sungailiat.

5. Secara ru tin  menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai 

bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dihasilkan untu kmasyarakat pencari keadilan.

B. Adanya Aplikasi SIPP/CTS yang mempermudah para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara 

secara cepat.

7. Adanya produk inovasi yang akan dikembangkan yaitu Aplikasi Antrian Pelayanan. Meja Check In Sidang. CMS dan 

Klinik Kesehatan.

8. Adanya system reward and punishment untuk meningkatkan kinerja Pegawai.

B. Pengadilan Negeri Sungailiat juga telah memiliki website standarisasi Mahkamah Agung yang menampilkan 

menu-menu transparansi yang dapat memberikan kemudahan kepada pencari keadilan ataupun masyarakat 

umum yang memerlukan inform asi te rka it peradilan.

b. Kelemahan [Weakness

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi krite ria  pengadilan ideal menurut

Pengadilan Negeri Sungailiat. Berikut adalah kelemahan-kelemahan di Pengadilan Negeri Sungailiat yang harus

menjadi fokus perbaikan.
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1. Aspek Proses Peradilan

Belum memiliki m ekanism e evaluasi yang dapat m engukur kEpuasan m asyarakat pencari keadilan di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Sungailiat.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Sungailiat yang tidak sesuai dengan standar untuk Peradilan 

Kelas IB. sehingga masih ada pegawai yang rangkap.

b. Rekrutmen PNS yang diterim a belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di 

Pengadilan Negeri Sungailiat.

c. Penyebaran Hakim dan Panitera Pengganti masih belum merata. knmposisi jumlah Hakim dan Panitera 

Pengganti masih belum sesuai dengan knmposisi jumlah perkara yang masuk.

d. Sistim k a rir  (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

b. Pedoman dan petunjuk teknis pengawasan masih perlu di Update seiring perubahan terhadap kebijakan yang 

ada dan isu-isu strategis yang tidak lain dalam maksud percepatan dan peningkatan kinerja.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

a. Perencanaan masih belum sesuai dengan kebutuhan.

b. Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penataan tata laksana 

seperti uraian tugas [Job description,). standar operasional prosedur (SDP) sehingga peran dan tanggung 

jawab menjadi je las dan tidak tumpang tindih.

c. Drganisasi yang ada terasa kurang efisien.

d. Belum tertibnya/dis ip linnya pemanfaatan terhadap sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 

yang ada.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

a. Anggaran yang diterim a Pengadilan Negeri Sungailiat dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan 

rencana yang diajukan.

b. Fasilitas Pengadilan masih perlu ditingkatkan pemenuhannya sesuai kebutuhan kearah Pengadilan yang Ideal.

c. Peluang (Opportunities

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi krite ria  pengadilan ideal.

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungailiat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari

beberapa a s p e k :
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1. Aspek Proses Peradilan

a. Komitmen pimpinan dan seluruh jajarannya untuk berubah.

b. Adanya website Pengadilan Negeri Sungailiat yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur 

pmses berperkara.

c. Adanya sistem manajemen administrasi perkara yang berbasis teknologi informasi. yaitu SIPP/CTS Dnline 

yang memberikan pelayanan mengenai informasi perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Adanya tunjangan kinerja /rem unerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

b. Adanya sosialisasi. bimbingan teknis. pelatiban yang dilaksanakan Mabkamab Agung, Dirjen BADILUM. 

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maupun instansi-instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan 

tupoksi Peradilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya apara tur peradilan di Pengadilan Negeri 

Sungailiat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal.

4 . Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayab Hukum Kep. Bangka Belitung.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungailiat berupa in ternet dan website

Pengadilan Negeri Sungailiat. namun perlu dilengkapi dan disempurnakan.

G. Aspek Kepuasan Pencari Keadilan

a. Media dalam menampung kritik  dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan. agar para pencari keadilan 

merasa hak-nya terpenuhi. dan juga agar Pengadilan Negeri Sungailiatdapat lebih terarah dalam melakukan 

pembenahan institusi.

b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahaan akses bagi para pencari 

keadilan dalam mendapatkan informasi yang ju ju r (transparan).

7. Aspek Keterjangkauan Pelayanan Peradilan

a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.

b. Tersedianya dan masih beroperasinya fitting  Plaatz.

c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan. perlu 

dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
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8. Aspek Kepercayaan Masyarakat

a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan. agar pemahaman masyarakat 

mengenai hukum menjadi lebih baik.

b. Melalui sistem infurmasi yang sudah dibangun saat ini. dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu 

dilakukan. agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan infurmasi yang akurat dan akuntabel.

d. Tantangan yang dihadapi ( Threats)

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelumpokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi krite ria  pengadilan ideal.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sungailiat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara

terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

a. Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi Pimpinan 

Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengajak seluruh jajarannya untuk saling bekerjasama dan mendukung 

dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut.

b. Sistem peradilan yang ada masih belum dapat mempercepat suatu proses berpekara. Perbaikan sistem 

peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat 

melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.

c. Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian 

proses berpekara. Aturan yang tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan 

ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai waktu/lamanya suatu proses 

persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari para pihak 

mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan itu sendiri.

d. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

a. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang 

dan tanggung jawab dibutubkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna 

untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.

b. Sistem pembinaan ka rir yang kurang objektif. Sistem pembinaan ka rir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari 

tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan mengenai jenjang karir. serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat 

peradilan dalam meningkatkan karirnya.

c. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan 

sum ber^daya jn a n u s ia  yang sesuai dengan kemampuan dan^kapabilitasnya bertujuan jjn tuk  dapat

B f . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang 

sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat 

tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.

d. Persnnil di Pengadilan Negeri Sungailiat belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri 

Sungailiat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem reward and punishment. Sistem rew ards punishment bertujuan untuk dapat mengDntral 

kinerja dari para aparat peradilan. sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan term otivasi dalam 

melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari. serta meningkatkan kinerjanya.

A. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

a. Kurangnya snsialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan 

Negeri Sungailiat dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan. sehingga 

pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki nleh setiap aparat peradilan di 

semua jenjang. Snsialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginfnrmasikan visi dan misi yang berlaku ke 

selurub bagian lembaga peradilan. agar pemahaman yang dimiliki nleh semua elemen di dalamnya menjadi 

seragam dan standar.

b. Jarak tempuh antara Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ±45 km. sehingga 

untuk pengiriman berkas perkara banding tidak membutuhkan waktu terla lu  lama karena diantar 

menggunakan kurir. namun Pengadilan Negeri Sungailiat masih kekurangan kendaran dinas rnda 2 (dua).

5. Aspek Serana dan Prasarana

Anggaran yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Anggaran yang diberikan pusat tidak dapat mendukung 

setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari Institusi peradilan. Dleh karena itu diharapkan perancangan 

anggaran yang diajukan dari Pengadilan Negeri Sungailiat kepada pusat mampu memenuhi kebutuhan. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Sungailiat melalui anggaran diharapkan dapat meningkatkan 

sarana dan prasarana yang ada. meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan 

masyarakat terhadap jasa pengadilan.

G. Aspek Kepuasan Pengguna Pengadilan

a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik  dan saran dari masyarakat. 

Dibutubkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat 

mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fnkus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelab 

mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu 

menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan k ritik  dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

b. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan 

untuk m engetahui_sejauh_manajembaga peradilan m am pujnem berikan kepuasan kepada masyarakat.
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Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat 

dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi din.

c. Sarana dan prasarana masih kurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungailiat pada 

saat ini dirasa belum memadai, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada 

masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki Dleh Pengadilan Negeri Sungailiat belum 

mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu 

pada hasil penelitian kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai 

dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna 

jasa pengadilan.

d. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.

7. Keterjangkauan Pelayanan Pengadilan

a. Pengadilan Negeri Sungailait belum menyediakan infurmasi yang dibutuhkan aleh masyarkat dengan baik. 

Pemanfaatan website sebagai alat untuk menyediakan infurmasi seluas-luasnya kepada masyarakat masih 

belum optimal. Diharapkan pimpinan dan jajarannya memberikan perhatian penuh agar benar-benar 

memanfaatkan website yang telah dibangun sebagai suatu sarana yang dipandang stra teg is untuk dapat 

memberikan akses infurmasi seluas-luasnya kepada para pencari keadilan sehingga kepercayaan dari 

masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.

b. Letak pengadilan yang sulit dijangkau uleh masyarakat. Pada saat ini untuk mengikuti pruses persidangan. 

masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh. terutam a bagi mereka di daerah-daerah. Dleh 

karena itu letak pengadilan seharusnya dapat diatur agar lebih mudah dijangkau uleh masyarakat pencari 

keadilan.

8. Kepercayaan Masyarakat

a. Kurangnya susialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Susialisasi hukum yang dimaksud adalah 

memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih 

banyaknya masyarakat yang tidak mengenai hukum. Andaipun ada masyarakat yang mengerti hukum. namun 

persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terla lu beragam. Tujuan 

dari susialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum. baik hukum 

yang berlaku. proses hukum. putusan dan lainnya

b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang 

ju ju r kepada masyarakat mengenai proses peradilan. putusan peradilan. biaya perkara, dll. Transparansi ini 

sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga 

peradilan.

c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para stakeholder masih merasa banyaknya intervensi 

dan pihak luar te rhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan
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ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut. karena 

dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang 

berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen 

dan bebas dari intervensi pihak manapun.
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BAB II V IS I.M IS I.
TUJUAN 5  SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negari Sungailiat Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam 

manetapkan kinarja dangan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram  sacara sistem atis melalui panataan. 

panartiban. perbaikan pengkajian. pengelnlaan tarhadap sistem kebijakan dan paraturan parundangan-undangan untuk 

mencapai afaktivas dan efesiansi.

Selanjutnya untuk mambarikan arah dan sasaran yang jelas serta sabagai pedoman dan tnlnk ukur kinarja 

Pengadilan Nageri Sungailiat diselaraskan dangan arah kebijakan dan program  Mahkamah Agung yang disasuaikan dengan 

rencana pambangunan nasinnal yang telah ditatapkan dalam Rencana Pambangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 

2005 -  2025 dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sabagai pedoman dan pengandalian kinarja 

dalam pelaksanaan program dan kagiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 

2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang manantang tantang kaadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan 

tarcapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Nageri Sungailiat.

Adapun visi dari Pengadilan Nageri Sungailiat adalah:

"Terw ujudnya P engadilan N a g e ri S u n g a ilia t yang A gung"

Untuk mencapai visi tarsebut, Pengadilan Negari Sungailiat manetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus 

dilaksanakan. y a itu :

A. V i s i Dan Misi 

Visi

Visi Pengadilan Negari Sungailiat mangacu pada Visi Mahkamah Agung Rl yang berhasil dirumuskan pada kesimpulan 

Rakernas Mahakamah Agung baberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditatapkan pada 

rakernas barikutnya.

Panjalasan:

a) Pengadilan Negeri. menunjukkan institusi yang barada dalam lambaga Mahkamah Agung dan Badan Paradilan 

Umum khususnya;

b) Sungailiat, tentu saja menunjukkan lokasi kaberadaan Pengadilan Negari;

c) Agung. menunjukkan suatu keadaan/sifa t kehormatan, kabesaran, kemuliaan. keluhuran;

Melalui visi ini, ingin manjadikan Pengadilan Negeri Sungailiat sabagai Institusi yang dihormati, dimana 

didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memilikik emuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa 

dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.
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Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada Pembukaan UUD 1945. terutam a alinea 

kedua dan alinea keempat. sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan harapan dan cita -c ita  Pengadilan Negeri Sungailiat khususnya dan Mahkamah Agung pada 

umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut. maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

M i s i

Untuk Visi dari suatu organisasi. maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi 

Pengadilan Negeri Sungailiat. sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, y a itu :

1. Menjaga kemandirian di Pengadilan Negeri Sungailiat;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas adalah sebagai b e rik u t:

I. Menjaga Kemandirian di Pengadilan Negeri Sungailiat

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga 

yang menyelenggarakan peradilan. yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian 

instutional). serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). 

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara 

efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap. dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas 

urusan organisasi. administrasi dan finansial (konsep satu atap). maka fungsi perencanaan. pelaksanaan, serta 

pengawasan organisasi. adm inistrasi dan finansial selurub badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara 

baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal 

penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasi kinerja dan penyediaan 

sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan 

jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian Instutional. kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim 

untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terka it e ra t dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. 

Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan. jaminan. 

perlindungan. dan kepastian hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan 

kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.
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2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah m Enyelanggarakan peradilan guna m enegakkan hukum dan keadilan. Oleh 

karEnanya nrien tasi perbaikan yang dilakukan aleh MahkamahAgung harus m Em pertim bangkan kspEntingan 

pEncari keadilan dalam mEmpErnlBh keadilan. Dengan dsmikian adalah keharusan bagi sBtiap badan pEradilan  

untuk meningkatkan pelayanan publik dan mEmbErikan jam inan prusES pEradilan yang adil.

Keadilan. bagi para psncari keadilan pada dasarnya m Erupakan suatu nilai yang subyektif, karsna adil 

m Enurut satu pihak belum tsntu adil bagi pihak lain. PEnyslEnggaraan peradilan atau pensgakan hukum harus  

dipahami sebagai sarana untuk msnjam in adanya suatu prases yang adil. dalam rangka manghasilkan putusan 

yang m am pErtim bangkan kepentingan (keadilan m Enurut) kEdua bslah pihak.

PErbaikan yang dilakukan nleb MahkamahAgung. selain menyentuh aspEk yudisial.yaitu substansi putusan 

yang dapat dipErtanggungjawabkan, juga akan meliputi pEningkatan pslayanan adm in is tra tif sebagai pEnunjang 

bsrjalannya prnsEs yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pEngumuman jadwal sidang sEcara tsrbuka dan 

pEmbBrian salinan putusan. sebagai bEntuk jam inan aksES bagi pEncari kEadilan.

3 . Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat

Kualitas kEpEmimpinan di Pengadilan N eeri Sungailiat akan menentukan kualitas dan kecepatan pErgsrakan  

psrubahan badan peradilan. Dalam sistEm satu atap. pEran pimpinan. sslain menguasai aspek tsknis yudisial, 

diharuskan juga mampu m erum uskan kebijakan-kebijakan non tsknis (yudisial).

Terkait aspek yudisial. sEDrang pimpinan pengadilan bErtanggungjawab untuk m snjaga adanya kesatuan  

hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk arsa nnn-tEknis. sscara opErasinnal. Pimpinan badan pEradilan  

dibantu aleh pelaksana urusan adm inistrasi. DEngan kata lain Pimpinan badan psradilan harus msmiliki 

kompstEnsi yudisial dan nnn-yudisial.

4 . Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat

Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat mErupakan faktn r panting untuk 

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan 

dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat 

dipertanggngjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. adanya pengelelaan organisasi yang terbuka. juga akan 

membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan  

infnrm asi dan pelapnran internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengEnai jenjang karir. 

kesEmpatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan. serta  penghargaan atau pun hukuman yang 

mungkin m ereka dapatkan.
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Terlaksananya prinsip transparans. pemberian perlakuan yang setara. serta jaminan proses yang ju ju r dan 

adil. hanya dapat dicapai dengan usaha para persnnil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga 

integritasnya.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan

Tujuan strateg is merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu I (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis. Pengadilan Negeri 

Sungailiat akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh urganisasi dalam memenubi visi 

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi 

organisasi telah dicapai mengingat tujuan strateg is dirumuskan berdasarkan visi m isi urganisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai b e rik u t:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi infarmasi;

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai urganisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang 

ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal 

G. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2D2D-2D24. 

Karena keenam sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara 

spesifik dan terukur, maka Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan sasaran yang dicapai dalam tahun 2D2D dengan 

memperbatikan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut 

tercerm inkan dalam sasaran program  yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2D2D.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strateg is dalam mencapai tujuan. 

sebagai b e rik u t:



NO KINERJA UTAMA MATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB

SUM8ER DATA

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti. 
Transparan dan 
Akuntabel

a. Persentase sisa perkara 
yang diselesaikan:

•  Perdata
•  Pidana

J u m la h  S isa  P e rk a ra  y a n g  d is e le s a ik a n  ^  lO 0 o /  

J u m la h  S isa  P e rk a ra  y a n g  H a ru s  d is e le s a ik a n

Catalan:

Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara:

•  Perdata
•  Pidana

yang diselesaikan tepat 
waktu

) u m la h  P e rk a ra  y a n g  d is e le s a ik a n  ta h u n  b e r ja la n  .
---------------------- ------- , - - - — :--------------------- :-------------------------  X  lU U / o

J u m la h  P e rk a ra  y a n g  a da

•  Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus 
diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

•  Jumlah perkara yang ada =  jumlah perkara yang diterima tahun berjalan 
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

•  Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan 
sisa perkara:

•  Perdata
•  Pidana

T n . i - T n  x  1 0 0 %  

T n . i

Tn =  Sisa perkara tahun berjalan 
Tn.l =  Sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

d. Persentase perkara 
yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum:

•  Banding
•  Kasasi
•  PK

J u m la h  P e rk a ra  y a n g  T id a k  M e n g a ju k a n  U p a y a  H u k u m  y  -j 

J u m la h  P u tu s a n  P e rk a ra

Catatan:

•  Upaya hukum =  Banding, kasasi, PK
•  Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum. maka semakin 

puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan Bulanan 
dan

LaporanTahunan

e. Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan dengan 
Diversi

J u m la h  P e rk a ra  P id a n a  A n a k  y a n g  D is e le s a ik a n  s e c a ra  D iv e r s i ^  ^ q q o /  

J u m la h  P e rk a ra  P id a n a  A n a k

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan 
sebagai korban

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

f. Index responden 
pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan 
peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan:

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/Z/2004 tanggal 24februari 2004 tentang Pedoman 
Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah 
sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor IE Tahun 2DI4 Tentang Pedoman Survey 
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan Semesteran 
dan Laporan Tahunan

Z Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Isi Putusan 
Yang Diterima Dleh 
para pihak Tepat Waktu

J u m la h  I s i P u tu s a n  y a n g  d i t e r im a  te p a t  w a k tu  

ju m la h  P u tu s a n

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 
meialui Mediasi

J u m la h  P e rk a ra  y a n g  d is e le s a ik a n  m e ia lu i  M e d ia s i ^  ^0 Q < v  

J u m la h  P e rk a ra  y a n g  d i la k u k a n  M e d ia s i

Catatan:
Perma No.l Tahun 20IE tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

c. Persentase berkas 
perkara yang diajukan
Banding. Kasasi dan PK

secara lengkap dan 
tepat waktu

J u m la h  b e rk a s  p e r k a r a  y a n g  d ia ju k a n  b a n d in g
k a sa s i d an  PK s e c a ra  le n g k ap  ^  1 0 0 %

J u m la h  b e rk a s  p e r k a r a  y a n g  d im o h o n k a n  b a n d in g ,  

k a s a s i d a n  PK

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

d. Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian masyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari setelah 
diputus

J u m la h  p u tu s a n  p e r k a r a  y a n g

d i  u p lo a d  d a la m  w e b s ite  x  1 0 0 %  
J u m la h  p e r k a r a  

y a n g  d ip u tu s

Panitera laporan Bulanan 
dan

LaporanTahunan
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3 Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin 
dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan

J u m la h  P e rk a ra  P ro d e o  y a n g  d is e le s a ik a n  ^  -^q q o /

J u m la h  P e rk a ra  P ro d e o

Catatan i
Perma Ho. 1 Tahun 2DI4 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat 
Tidak Mampu di Pengadilan

Panitera laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan

ju m la h  P e rk a ra  y a n g  d is e le s a ik a n  d i  lu a r  G e d u n g  P e n g a d ila n  ^  

ju m la h  P e rk a ra  y a n g  s e h a ru s n y a  d is e le s a ik a n  d i  lu a r  

g e d u n g  p e n g a d ila n

Catatan *.
•  Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
•  Oi luar gedung pengadilan adaiah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan 

(zetting plaatz sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

c. Persentase Pencari 
Keadilan Golnngan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

J u m la h  P e n c a r i K e a d ila n  G o lo n g a n  T e r te n tu

y a n g  M e n d a p a tk a n  la y a n a n  B a n tu a n  H u k u m  __ 200o /

J u m la h  P e n c a r i K e a d ila n  G o lo n g a n  T e r te n tu

Catatan:
•  PERMA Ho. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
•  Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

4. Meningkatnya 
Kepatuhan Terhadap 
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara 
Perdata yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

J u m la h  P u tu s a n  p e r k a r a  y a n g  d i t i n d a k la n ju t i  ^  ^ Q Q Q /  

J u m la h  P u tu s a n  P e r k a r a  y a n g  s u d a h  B H T

Catatan :
BHT: Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera Laporan Bulanan 
dan

Laporan Tahunan

Tabs! I l l  Indicator Kinerja Utama
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BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasinnal dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang 

hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran 

stra teg is yang te rd ir i dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti. transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

B. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Delapan sasaran strateg is tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan 

misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis. maka Mahkamah Agung membuat 

arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon I.

Sasaran Strategis i : Terwujudnya prases peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strateg is proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan

arah kebijakan sebagai b e r ik u t: (I) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) 

Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 :  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor : I38/KM A/SK/IX /2QDB tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Rl 

menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu I 

(satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding 

d ia tur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang

menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena

sifa t dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari G (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama 

yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereform asi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya 

serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara
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dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat 

Keputusan KMA Nomur : 1I9/KM A/SK/VII/2DI3 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah 

Agung Republik Indonesia pada bu tir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterim a uleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu 

penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara 

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamahagung N n m nr: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara 

pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. ketentuan waktu termasuk penyelesaian 

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya 

senantiasa melakukan evaluasi secara ru tin  melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang 

memenuhi spesifikasi terten tu agar dapat diselesaikan melalui small claim z7/7z/r/sehingga tidak harus te rika t dengan 

hukum fnrm il yang ada. Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court. 

Sasaran Strategis 3 :  Meningkatnya akses peradilan bagi m asyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai b e r ik u t: (I) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin. (2) 

Sidang Yd\\\[\§/zitting plaats few (3 )  Pds Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis A : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Dengan arah kebijakan sebagai b e rik u t:

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Rl sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

N u m o r: I38/KM A/SK/IX /2DD3 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Rl menyatakan 

bahwa seluruh perkara yang ditangani uleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu I (satu) tahun 

setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui 

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung N o m o r: 3 tahun 1398 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa 

perkara-perkara perdata umum. perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan 

perkaranya terpaksa lebih dariB (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bersangkutan wajib melapnrkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat 

dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereform asi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya 

kepastian hukum serta merespun keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah 

Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Numor : 

II9 /K M A /S K /V II/20 I3  tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

pac a bu tir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
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berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis. kecuali tErhadap perkara yang jangka waktu panangannya ditentukan lebih 

cepat olah undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada 

dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua 

Mahkamah Agung N on iD r: 2 tahun 2DI4 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat 

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 

paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa 

melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat 

terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi terten tu agar dapat diselesaikan melalui 

small claim court sehingga tidak harus te rika t dengan hukum form il yang ada. Mahkamah Agung menyusun regulasi 

sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5 :  Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselan III dalam 

pengembangan urganisasi. serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia ProfesiDnal Bersertifikat untuk pejabat 

setingkat Eselan III dan IV. mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen 74 

SDM Berbasis Knmpetensi (Competency Based HR Management], menempatkan ulang dan mencari pegawai 

berdasarkan hasil assessment pelaksanaan prugram pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity 

building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan apara tur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta 

menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung Rl untuk pembaharuan sistem manajemen 

infarmasi yang terkamputerasi.

Sasaran Strategis B: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur 

di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strateg is pengembangan sistem infarmasi yang terin tegrasi dan menunjang 

sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (I) 

Transparansi kinerja 75 secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Infarmasi Terintegrasi 

dan (3) Pengembangan Kumpetensi SDM berbasis Tl.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strateg is Peningkatan pengawasan aparatur peradilan. ditetapkan arah kebijakan 

sebagai berikut : (I) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan param eter obyektif dalam 

pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) 

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Knmisi Yudisial sebagai m itra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelnlaan SDM, Keuangan dan Aset.
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Untuk mewujudkan sasaran strateg is Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM. ditetapkan arah kebijakan 

sebagai b e r ik u t: (I) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi 

Sumber Daya Manusia Peradilan.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sungailiat

Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung dalam 

mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi satker. Pengadilan 

Negeri Sungailiat menetapkan B (enam) sasaran strateg is yang te rd iri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan:

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal 

G. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM. Keuangan dan Aset

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mewujudkan 

visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis. maka Pengadilan Negeri 

Sungailiat membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis I : Terwujudnya prases peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strateg is proses peradilan yang pasti. transparan dan akuntabel. ditetapkan arah 

kebijakan sebagai b e r ik u t: (I) Penyelesaian sisa perkara; (2) Penyelesaian perkara yang teapt waktu (3) Penurunan 

sisa perkara (4) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (5) Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi 

dan (B) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Sasaran Strategis 2 :  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strateg is Peningkatan Efiktifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. ditetapkan arah

kebijakan sebagai b e r ik u t: (I) Isi Putusan Yang Diterima Dleh para pihak Tepat Waktu (2) Perkara yang Diselesaikan

melalui Mediasi (3) Berkas perkara yang diajukan Banding. Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dan (4)

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu I hari setelah

diputus

Sasaran Strategis 3 :  Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strateg is Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. 

ditetapkan arah kebijakan sebagai b e r ik u t: (I) Perkara Prodeo yang diselesaikan (2) Perkara yang diselesaikan di luar 

Gedung Pengadilan (3) Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategis 4 :  Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
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Untuk mewujudkan sasaran strateg is Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. ditetapkan arah 

kebijakan sebagai b e rik u t: (I) Persentase Putusan Psrkara Perdata yang Ditindaklanjuti (disksskusi)

Sasaran Strategis 5 :  Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik 

Internal Maupun Eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strateg is Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Dptimal 

Baik Internal Maupun Eksternal. ditetapkan arah kebijakan sebagai b e r ik u t: (I) Persentase pengaduan yang selesai 

ditindaklanjuti dan dipublikasikan

Sasaran Strategis E : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strateg is Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM. Keuangan dan Aset, ditetapkan 

arah kebijakan sebagai b e r ik u t: (I) Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi 

Kerja)

C. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistam Perencanaan Pembangunan Nasional secara 

tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan 

nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi. misi dan Program Prasidan 

yang panyusunannya berpadoman pada RPJM Nasional. yang mamuat stratagi pambangunan Nasional. kebijakan 

umum. program kemantrian/ lambaga dan lintas Kamanterian/lembaga. kawilayahan dan lintas kawilayahan. sarta 

kerangka akonomimakro yang mancakupgambaranperakonomian secara menyaluruh tarmasuk arah kebijakan fiskal 

da I  am ran can a kerja yang barupa kerangka regulasi dan kerangka pandanaan "

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2DD4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

tersebut diatas dan UU N om or: 12 tahun 2DII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. guna mendorong 

pencapaian prio ritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu 

regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi 

Negara pada RPJM periode ke III tahun 2D2D-2D24 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program 

pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan 

penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN 

tahun 202D-2D24 adalah Kesadaran dan panagakan hukum dalam berbagai aspek kahidupan barkembang makin 

mantap sarta profesionalisma aparatur nagara di pusat dan da arah makin mampu mendukung pembangunan nasional. 

Dalam melaksanakan program prio ritas  pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2D2D-2024 yang diamanatkan 

kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi 

yang dijadikan sebagai instrum ent guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan 

perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka mamfasiUtasi. mendorong dan mengatur pani'aku masyarakat dan
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p E n ys lE n g g a ra n  N s g a ra  d a l a m  ra n g k a  m e n c a p a i tu ju a n  b e rn e g a ra . Kerangka regulasi ini d ia tur dalam pasal I angka 14 

Permen PPN/Kepala Bappenas N o m or: I tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Paraturan 

sasman PPN/Bappanas tentang juklak N o m o r: 2 / Juklak/Sasm en/03/2014 tentang Patunjuk Palaksanaan tentang 

Pedoman Pangintagrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strate jik tahun 2020-2024 adalah:

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian p rin ritas  pembangunan.

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang 

dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi 

yang dibuat Mahkamah Agung sudab barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan 

dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.
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KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN 

2 0 2 0 -Z D 2 4
ARAH KERANGKA REGULASI KEBUTUHAN REGULASI PENANGGUNGJAWAB BIDANG TERKAIT

PENINGKATAN PENYELESAIAN 

PERKARA

-  Penguatan akses pads keadilan,

-  Pelaksanaan Sistem  Peradilan 

Pidana Terpadu,

- Pelaksanaan Sistem Peradilan 

Pidana Anak

- Pelaksanaan sistem  pidana 

peradilan anak dan pelaksanaan 

sistem  peradilan pidana terpadu, 

□n e  day serv ice  di Pengadilan 

Negeri Sungailiat

Melaksanakan SK K M A ten tang :

-  Pembatasan pe rkara  Kasasi dan PK dalam hal 

pe rsyara tan fo rm il

- Templete putusan Kasasi dan PK

-  Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu

-  Pelaksanaan sistem  Peradilan Pidana Anak

-  Juk lak /Jukn is  tentang percepatan 

Penyelesaian Perkara

KETUA PANITERA, PANMUD 

PERDATA, PANMUD PIDANA, 

PANMUD HUKUM, PANITERA 

PENGGANTI

DPTIMALISASI MANAJEMEN PADA 

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

-  Peningkatan penyelesaian 

perkara ,

-  Peningkatan e fektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara ,

-  Peningkatan aksesib ilitas 

m asya raka tte rhadap  

peradilan,

* Peningkatan kualitas SDM,

- Im plem entasi SK KMAtentang 

percepatan penyelesaian 

perkara,

- Penambahan volume zitting 

plaats. posyankum, perkara 

prodeo

-  Peningkatan pelayanan publik.

-  SE Ditjen Badilum tentang penambahan 

volume zitting plaats, posyankum dan 

pe rkara  prodeo,

- Pembuatan su ra t edaran peningkatan 

pelayanan publik,

-  Ju k la k /ju kn is  tentang percepatan

KETUA KEPANITERAAN

PENINGKATAN KAPABILITAS 

APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Peningkatan e fek tifitas  kinerja  

a p a ra tu r tekn is dan non tenis 

peradilan,

Pembentukan landasan hukum 

Peningkatan kualitas apara tu r 

peradilan bidang teknis dan non

Pembuatan SK ten tang  peningkatan kualitas 

apa ra tu r perad ilan  bidang tekn is dan non teknis 

se rta  adm in is tras i umum.

KETUA PANITERA, SEKRETARIS 

DAN SUBBAGIAN 

KEPEGAWAIAN BDRTALA
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teknis yudisial se rta  adm in istras i 

umum

PENINGKATAN DUKUNGAN 

MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN 

TUGASTEKNIS LAINNYA MA

Dptim alisasi pemanfaatan tEknologi 

in fo rm asi, peningkstan kualitas 

sum ber 

days manusia;

Pembentukan landasan bukum ta ta  

kelula Dptim alisasi teknologi 

in form asi dan peningkatan kualitas 

apa ra tu r peradilan.

Pembuatan SK tentang ta ta  keloia Dptimalisasi 

teknologi in fo rm asi

KETUA KEPANITERAAN DAN 

KESEKRETARIATAN

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR NEGARA MAHKAMAH 

AGUNG.

Peningkatan sarana dan prasarana 

pendukung k inerja  apara tu r 

paradilan.

KETUA SEKRETARIS B BAGIAN 

KESEKRETARIATAN

DPTIMALISASI PENGAWASAN DAN 

PENINGKATAN AKUNTABILITAS 

APARATUR SIPIL NEGARA

Peningkatan e fe k tifita s  pengalolaan 

penyelesaian perkara ,

Peningkatan kualitas pengawasan

KETUA

Taba! HU Matrik Kerangka Regulasi
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D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2DI5 tentang organisasi Dan Tata Kerja 

Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Pasal 1

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan 

Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai ju ru  bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pengadilan

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara. Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan 

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. te rd ir i atas:

a. Kepaniteraan Peradilan Umum;

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah apara tur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. te rd ir i atas:

a. Kesekretariatan Peradilan Umum;

Pasal E

(I) Kepaniteraan Peradilan Umum, te rd ir i atas

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi: dan

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas. te rd ir i atas

a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus:

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;

c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B: dan

d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.
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Pasal 57

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah apara tur tata usaha nEgara yang dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan 

administrasi perkara serta menyelesaikan sura t-su ra t yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B 

menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara. penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. Pelaksanaan mediasi;

h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. dan;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Pasal GO

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B. te rd ir i atas:

a. Panitera Muda Perdata;

b. Panitera Muda Pidana;

c. Panitera Muda Khusus; dan

d. Panitera Muda Hukum.

Pasal El

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal G2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bl. Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

b. Pelaksanaan reg istrasi perkara gugatan dan permohonan;

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah d ireg is te r untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan
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penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. Pelaksanaan pem beritahuan isi putusan tingkat p ertam a kepada para pihak yang tidak hadir;

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi. dan peninjauan kembali kepada para pihak;

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pibak dan menyampaikan relas

penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;

i. Pelaksanaan penerimaan knnsinyasi;

j. Pelaksanaan penerimaan permohnnan eksekusi;

k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. dan;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Panitera.

Pasal G3

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal G4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal G3. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

b. Pelaksanaan reg istrasi perkara pidana;

c. Pelaksanaan penerimaan permDhonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah d ireg is te r untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan 

penetapan penunjukkan majelis bakim dari ketua pengadilan;

e. Pelaksanaan penghitungan. penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan 

penangguhan penahanan;

f. Pelaksanaan penerimaan permolmnan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimnbnnkan banding, kasasi dan peninjauan kembali:

k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas 

penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;

l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;

m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
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n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;

p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

Pasal G8

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan. pengulahan dan penyajian data perkara, penataan 

arsip perkara serta pelaporan.

Pasal E9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88. Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pe la ksa n a a n  p engum pu lan , p e nge lo laan  dan p e nya jian  data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statis tik  perkara;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataan. penyimpanan dan pemelibaraan arsip perkara;

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerab untuk penitipan berkas perkara.

f. pelaksanaan penyiapan. pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat. hubungan masyarakat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 222

Kesekretariatan Peradilan Urnum, te rd ir i atas:

a. K e s e k re ta r ia ta n  P engad ilan  T ingg i; dan

b. K esekretariatan  Pengadilan Negeri.

Pasal 279

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B ada lah  aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 28D

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, 

organisasi. keuangan. sumber daya manusia. serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B 

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
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c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. Pelaksanaan urusan sura t menyurat. arsip. perlengkapan. rumah tangga. keamanan, keprotoknlan. dan perpustakaan; 

dan

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan. evaluasi dan dokumentasi serta pelapnran di lingkungan kesekretariatan 

pengadilan negeri kelas I B.

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B. te rd iri atas:

a. Subbagian Perencanaan. Teknologi Informasi. dan PelapDran;

b. Subbagian Kepegawaian. Organisasi. dan Tata Laksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi. dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan. 

program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik. serta pelaksanaan pemantauan. evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Drganisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan 

urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, 

perlengkapan. rumah tangga. keamanan. keprotokolan, dan perpustakaan. serta pengelolaan keuangan



REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERISUNGAILIAT TAHUN 2015-2013

BAGAN DRGANISASIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELASIB
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BAGAN STRUKTUR DRGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELASIB

KETUA

FATIMAH. SH..M.H

WAKIL KETUA

PANMUD PERDATA PANMUD PIDANA PANMUD HUKUM

JUWITA SARI. S.H IMAM MUALIMIN. S.H..M.H FERY SETIAWAN. S.H

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H

RENDRA. S.H

DESSY TRIASTUTI. A.Md RIDVA UWLY MUHAMADIAN. A.Md

1 ~  1
HAKIM

PANITERA SEKRETARIS

ISKANDAR JAYA. S.H..M.M ROSMALA SARI.S.E
!-----  1- - - - - -

KASUBBAG
PTIP

JDVAN MEIRIL. S.T

YD S AGUSSETIAWAN S, A.Md

KASUBBAG
KEPEGAWAIAN DAN DRTALA

MERIE LHUVANTIE, S.E

KASUBBAG
UMUM DAN KEUANGAN

DEWI A.P NINGRUM, S.Kom

.. S.E .S .E

DEVI SAFITRI

L
PANITERA PENGGANTI

SUPRAPTD NOFRIANOI, S.H

YUANITA RUSNAWATI. SH EGIDESIKA. S.H

MARINA YUNISA. SH..MH

JURUSITA /  JURUSITA PENGGANTI

HASBULLAH LIS AW AH YU NI, S.E

YDS UNINGGO TEDDY ERWIN S. S.H

HASBULLAH DESSY TRIASTUTI. A.Md

YDS UNINGGO ISMARSUDI

DEVI SAFITRI

SUYANMAR
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BAB IV TARGET KINERJA 5  KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi. misi, tujuan. dan sasaran strateg is Pengadilan Negeri Sungailiat memiliki 3 (tiga) program dan G 

(enam) sasaran strateg is yang akan dilaksanakan y a itu :

1. P rog ram : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2. P rog ram : Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Drusan Administrasi 

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran s tra te g is :

a. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

b. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM. Keuangan dan Aset

3. P rog ram : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Adapun G (Enam) sasaran strateg is yang akan dilaksanakan y a itu :

I. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

S a s a ra n  P ro g ra m In d ik a to r
T a r g e t

2DI5 20IB 2017 2018 2019
Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti. 
Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara  yang 

diselesaikan
IDO 100 100 100 too

Persentase perkara  yang diselesaikan 

tepat waktu
90 90 90 92 93

Persentase penurunan sisa perkara - - 3 20 20
Persentase perkara  yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum
95 95 99 99 99

Persentase Perkara Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi
- - 5 5 5

Index respDnden pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan

- - 72 80 90

Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan Penyelesaian

Persentase Isi Putusan Yang D iterim a 
Oleh para pihak Tepat Waktu

too 100 100 100 100

Persentase Perkara yang Diselesaikan - - 10 10 ID
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Perkara melalui Mediasi

Persentase berkas perkara  yang 
diajukan Banding, Kasasi dan PK 
SEcara lengkap dan tepa t waktu

I0D IDD IDD IDO IDD

Meningkatnya Akses 
Peradilan bagi 
Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan

Persentase Perkara Prndeo yang 
diselesaikan - - 5D 5D -

Persentase Perkara yang diselesaikan 
di luar Gedung Pengadilan

IDO IDD IDD IDD -

Persentase Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum (Posbakum)

- - IDD IDD IDD

Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata 
yang O itindaklanjuti (d ieksekusi) 2D 2D 2D AO AD

Tabe!IV.I Indikator Meningkatnya Penyelesaian Perkara

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

S a s a ra n  P ro g ra m In d ik a to r
T a r g e t

2015 2DI6 2DI7 2DI8 2019

Terwujudnya pelaksanaan 
pengawasan kinerja 
aparat peradilan secara 
optimal baik internal 
maupun eksternal

Persentase pengaduan yang selesai 

d itindaklanjuti dan dipublikasikan

- - IDD IDO IDD

Meningkatnya 
Transparansi Pengelolaan 
SDM. Keuangan dan Aset

Persentase peningkatan p ro duk tifitas  

kinerja  SDM (SKP dan Penilaian 

P restasi Kerja)
- - IDD IDD IDD

Tabal IV.2 Indikator Peningkatan AksepbiUtas Putusan Hakim
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BAB V PENUTUP

Atas pertolongan Allah SWT. maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2D2D-2D24 ini dapat 

disusun. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2020-2024 ini berisikan Tentang Visi, Misi. Tujuan. Sasaran 

Strategis. dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedDmani nleh setiap satuan kerja dilingkungan 

Pengadilan Negeri Sungailiat.

Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Voarpostatau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat wilayah. yang sudah 

barang tentu tu ru t pula memiliki tanggungjawab moral dan loyalitas terhadap segala apa yang tengah dicanangkan 

Mahkamah Agung Rl selaku induk organisasi.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Sungailiat pada periode 2020-2024 

dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Sungailiat untuk periode 2020-2024. Penjabaran mengenai kegiatan. outcome, indikator, dan targe t- 

ta rge t serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja (terlam pir).

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks. maka selama kurun waktu berlakunya rencana 

strateg is ini. dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terliba t dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat ini diucapkan 

penghargaan yang setinggi-tingginya. dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat ini hanya dapat 

dilaksanakan dan tercapai tujuannya. bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan 

Pengadilan Negeri Sungailiat.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat. taufiq. hidayah dan inayah dari Allah SWT.
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M ATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2 0 1 5 -2 0 1 3

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT YANG AGUNG
MISI ; I. Menjaga kemandirian di Pengadilan Nagari Sungailiat;

2. Mamberikan palayanan hukum yang barkaadilan kapada pancari kaadilan;
3. Meningkatkan kualitas kapamimpinan di Pengadilan Nagari Sungailiat;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat.

M A T R IK S  S A S A S A R A N  S T R A T E G IS

No

Tujuan Target
Jangka

Menengah

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2DI5 2GIG 2D17 2018 2019 Program Kegiatan Anggaran

1 Terwujudnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap sistem 

peradilan yang 

pasti,

transparan dan 

akuntabel

Persentase sisa 

perkara  yang 

diselesaikan

Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel

Persentase sisa 

perkara  yang 

diselesaikan

IDD IDD IDD IDD IDD Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

P e rka ra  

P e ra d ila n  

U m um  Yang 

D ise lesa ikan  

Di T ingka t 

P e rta m a  Dan 

B and ing  Yang 

T epa t W aktu

Rp.

PersBntasE 

perkara  yang 

diselesaikan tepat 

waktu

Persentase 

perkara  yang 

diselesaikan tepat 

waktu

SO 9D 9D 92 93

Persentase 

penurunan sisa 

perkara

Persentase 

penurunan sisa 

perkara

3 2D 2D

Persentase 

perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya

Persentase 

pe rkara  yang 

Tidak Mengajukan

95 95 9B 99 95
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Hukum Upaya Hukum 

•  Banding

•  Kasasi 95 95 9B 99 99

•  PK 95 95 99 99 99

Persentase 

Perkara Pidana 

Anak yang 

Diselesaikan 

dangan Diversi

Persentase 

Perkara Pidana 

Anak yang 

Diselesaikan 

dengan Diversi

5 5 5

Index responden 

pencari keadilan 

yang puas terhadap 

layanan peradilan

Index responden 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap layanan 

peradilan

72 80 90

P eningka tan
E fe k tiv ita s
Pengelo laan
P enye lesa ian
P e rk a ra

Persentase Isi 
Putusan Yang 
D iterim a Dleh para 
pihak Tepat Waktu

IDD IDD IDD IDO IDD

Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
melalui Mediasi

• ■ ID ID ID

Persentase berkas 
perkara yang 
diajukan Banding, 
Kasasi dan PK 
secara lengkap dan 
tepa t waktu

IDD IDD IDD IDD IDD

2 Terwujudnya

penyederhanaan

prases

Persentase putusan 
perkara yang menarik 
perhatian m asyarakat 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 ha ri setelah

Persentase putusan 
perkara  yang 
m enarik perhatian 
m asyarakatyang 
dapat diakses 
secara online dalam

IDD IDO IDD
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penanganan 

perkara melalui 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi

diputus waktu 1 hari setelah 
diputus

3 Terwujudnya 

pelayanan akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan

Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan

Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan

Persentase Perkara 
PrDdeD yang 
diselesaikan

m 50 50 0 P e rka ra

P e ra d ila n

U m um  yang

D ise lesa ikan

m e la lu i

P em bebasan

B iaya P e rka ra

Up.

Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
lua r Gedung 
Pengadilan

Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
lua r Gedung 
Pengadilan

IDD 100 100 100 0 P e rk a ra  

P e ra d ila n  

U m um  Yang 

D ise lesa ikan  

M e la lu i S idang 

D ilu a r 

Gedunga 

P engad ilan

Up.

Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu  yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu  yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

100 100 100 Layanan

B an tuan

Hukum

Rp. 3 8 .4 0 0 .0 0 D

A Terwujudnya 

pelayanan prima 

bagi

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(d ieksekusi)

Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang Ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

30 30 30 AO AO
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masyarakat 

pencari keadilan

Terwujudnya 
pelaksanaan 
pengawasan 
kinerja aparat 
peradilan sacara 
□ptimal baik 
internal maupun 
eksternal

Persentase 
pengaduan yang 
selesai
ditindaklanjuti dan 
dipublikasikan

IDO IQD IDD IDD IDD

Meningkatnya 
Transparansi 
Pengelolaan SDM, 
Keuangan dan Aset

Persentase 
peningkatan 
p roduktifitas  kinerja 
SDM (SKP dan 
Penilaian Prestasi 
Kerja)

IDD IDD IDD


